




1.1. Latar Belakang  
Environmental disclosure memiliki topik yang hangat untuk didiskusikan 
karena sering terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah (Chang dan 
Zhang, 2015). Pertumbuhan pembangunan ekonomi dunia dan bisnis industri 
membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, 
dan pemanasan global. Efek negatif menyebabkan peningkatan kesadaran akan 
masalah lingkungan di seluruh dunia (Akbas dan Canikli, 2014). Kepedulian 
terhadap peningkatan dan pemeliharaan lingkungan menyebabkan perusahaan 
lebih memperhatikan dampak lingkungan yang terjadi akibat dari aktivitas 
perusahaan. Brown dan Deegan (1998) mengatakan bahwa environmental 
disclosure penting untuk diungkapkan pada laporan tahunan (annual report) 
perusahaan agar masyarakat bisa mengetahui aktivitas-aktivitas apa saja yang 
dilakukan perusahan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan cara 
demikian perusahaan bisa mendapatkan kepercayaan, dukungan dan manfaat 
positif dari masyarakat.  
Supaya nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan 
maka perusahaan tidak cukup hanya memperhatikan keuntungan saja. 
Keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan mampu menjaga hubungan 
dengan masyarakat dan juga menjaga lingkungan (Nasir et al., 2013).  Elkington 
(1997) menyatakan pendapat bahwa jika perusahaan ingin berkembang secara 
berkelanjutan maka harus memperhatikan aspek keuntungan (profit), lingkungan 
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(planet), dan sosial (people). Selain mencari keuntungan, perusahaan juga harus 
memperhatikan dan terlibat dalam kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam 
upaya menjaga kelestarian lingkungan.  
Di Indonesia masih sering terjadi permasalahan pencemaran lingkungan, 
misalnya kondisi lingkungan di daerah aliran sungai Cikiling semakin parah 
akibat pencemaran limbah cair dari indusri-industri yang berada di kawasan 
Rancaekek, Bandung. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa kondisi sungai 
Cikiling sudah parah. Kandungan logam berat di dalam air semakin meningkat 
setelah mendapatkan buangan limbah dari industri (www.tempo.com).  
Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di 
Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah mengenai tanggung jawab sosial 
terhadap dampak yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan. Sebagai respon 
terhadap kasus tersebut, perusahaan mulai mencari cara untuk mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan dan mulai mengungkapkan kegiatan 
lingkungan dan kinerja lingkungan. 
Permasalahan lingkungan menjadi perhatian yang serius bagi investor, 
pemerintah dan masyarakat. Menurut Ja’far dan Arifah (2006) menyatakan bahwa 
para investor lebih tertarik pada perusahaan yang mempunyai manajemen 
lingkungan yang baik dan tidak mengabaikan masalah pencemaran lingkungan. 
Maka dari itu, salah satu bentuk respon perusahaan dengan adanya tuntutan 
stakeholder adalah dengan melakukan pengungkapan informasi dari aktifitas 
lingkungan perusahaan. Environmental disclosure tidak hanya membantu 
perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, tetapi juga membantu 
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perusahaan untuk menilai risiko yang mungkin disebabkan dalam menjalankan 
perusahaan dan untuk mengurangi dampak operasi terhadap lingkungan. 
Environmental disclosure merupakan informasi terhadap lingkungan yang 
diungkapkan manajemen dalam berbagai media pelaporan seperti annual report, 
sustainability report dan sebagainya yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan oleh para pengguna informasi (Agca dan Onder, 2007).  
Perusahaan yang berada di Indonesia yang awalnya hanya sukarela 
sekarang sudah diwajibkan untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Hal ini 
sudah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 
74 tahun 2007. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban penggungkapan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal tersebut menyatakan 
bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 
Lingkungan. Hal ini kemudian diperkuat oleh PP 47 tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas.  
Pengungkapan lingkungan merupakan cara yang baik untuk memastikan 
transparasi dan akuntabilitas kinerja dan penting untuk kelangsungan hidup jangka 
panjang organisasi. Gibson dan O’Donovan (2007) menyatakan bahwa 
peningkatan pengungkapan lingkungan dapat dicapai dengan tata kelola 
perusahaan yang kuat, yang mencakup penyediaan informasi lingkungan kepada 
pemangku kepentingan. Hal ini merupakan indikasi bahwa tata kelola perusahaan 
berperan dalam pengungkapan lingkungan. Perusahaan dengan struktur tata kelola 
yang baik akan memberikan laporan tentang pengungkapan lingkungan secara 
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efektif sebagai tanggung jawab perusahaan dan keberlanjutan operasi. Menurut 
Chang dan Zhang (2015) struktur tata kelola perusahaan yang baik akan 
mempengaruhi keterbukaan informasi lingkungan. Selain dari aspek tata kelola 
perusahaan, political connection juga dapat berpengaruh terhadap environmental 
disclosure. Menurut Rahman dan Ismail (2016) political connection menunjukkan 
bahwa perusahaan-perusahaan melakukan environmental disclosure dalam rangka 
membangun hubungan dan melindungi kepentingan mereka terhadap politik. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini menguji pengaruh 
good corporate governance dan political connection terhadap environmental 
disclosure di Indonesia. Sampel penelitian ini mengambil dari perusahaan 
manufaktur pada tahun 2013 dan 2014. Sektor tersebut dipilih karena perusahaan 
manufaktur mempunyai tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap kejadian yang 
terjadi akibat aktivitas perusahaan dan lebih mudah terpengaruh oleh kondisi 
ekonomi. Selain itu, perusahaan manufaktur juga berhubungan secara langsung 
dengan masyarakat dan lingkungan hidup.  
Penelitian ini menggunakan sampel pada tahun 2013 dan 2014 karena 
adanya keputusan ketua BAPEPAM-LK KEP-431/BL/2012 mengenai 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tentang Penyampaian Laporan 
Tahunan Emiten. Selain itu, terdapat juga Peraturan Mentri Lingkungan Hidup 
nomor 6 tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua peraturan tersebut digunakan sebagai 
indikasi bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin baik melakukan 
pengungkapan lingkungan. 
